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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Desa memiliki posisi yang sangat  strategis dalam pembangunan, yaitu 

sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Posisi ganda ini 

memungkinkan desa mengambil peran aktif dalam menciptakan dan mengelola 

tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Dengan 

demikian, desa tidak hanya menjadi objek pasif dalam proses pembangunan, 

tetappi juga sebagai subjek yang proaktif dalam menentukan arah dan 

kebijakan pembangunan di wilayahnya. 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyajikan konsep 

pembangunan desa yang ideal dan komprehensif. Menurut undang-undang ini, 

tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan 

desa juga bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang 

dimiliki oleh desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 

masyarakat desa. 

Pembangunan desa juga diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam 

dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pembangunan desa 

harus dilakukan dengann tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber 

daya alam, sehingga desa dapat terus berkembang dan memberikan manfaat 

bagi generasi mendatang.  
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Dari temuan peneliti dan juga pembahasan hasil penelitian diatas maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Tata kelola BUMDes Amanah Desa Karangsuko yang telah cukup 

berhasil melakukan seluruh prinsipnya baik dari Prinsip Partisipasi 

seperti keterlibatan baik pemerintah desa, BUMDes dan juga masyarakat 

dalam proses perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi program kerja 

BUMDes, walaupun masih terdapat masyarakat yang merasa dirinya 

tidak dilibatkan dalam rangkaian proses tersebut sehingga hal ini menjadi 

sebuah persoalan yang harus segera diatasi oleh BUMDes Amanah, 

prinsip transparansi seperti keterbukaan anggaran kepada seluruh 

masyarakat Desa Karangsuko dalam pengelolaan keuangan hingga 

perekrutan pegawai, dalam prinsip transparansi ini juga masih terdapat 

kendala seperti masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan 

pertanggungjawaban kinerja BUMDes masih merasa belum bisa 

mengakses secara mudah laporan pertanggungjawaban dari BUMDes 

setelah kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga perlu adanya akses yang 

mudah bagi masyarakat untuk bisa ikut mengawasi jalannya tata kelola 

BUMDes, prinsip akuntabilitas seperti adanya pembuatan laporan 

kinerja BUMDes secara rutin setahun dua kali yang dalam 

penyampaiannya dihadiri oleh seluruh elem masyarakat Desa 

Karangsuko, lalu terdapat sebuah SOP kinerja bagi pegawai BUMDes, 

pemantauan kinerja BUMDes baik dari internal (Direktur dan 

Pemerintah) ataupun eksternal BUMDes (Masayarakat) hingga adanya 

reward dan punishment bagi kinerja pegawai BUMDes sehingga hal ini 
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dapat memberikan sebuah rasa tanggung jawab pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya, prinsip kooperatif seperti adanya sebuah 

kerjasama baik dari pemerintah desa dan masyarakat sendiri maupun dari 

pihak swasta yang sudah dilakukan dengan baik sehingga memberikan 

dampak yang signifikan seperti pembangunan infrastruktur yang 

dikerjakan secara gotong royong bersama masyarakat dan kerjasama 

dengan pihak swasta untuk membuat karcis masuk wisata sumber maron, 

prinsip emansipatif seperti adanya kesetaraan antara anggota masyarakat 

tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau budaya, penerapan 

prinsip ini berupa keterlibatan perempuan dalam struktur pengelolaan 

BUMDes yang menunjukkan 15% dari total pegawai dan juga bentuk 

prinsip emansipatif ini yakni seluruh masyarakat Desa Karangsuko harus 

patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa 

sehingga tumbuh adanya sebuah keadilan bagi semua individu di Desa 

Karangsuko dan prinsip sustainable atau keberlanjutan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa, BUMDes, dan juga masyarakat untuk sama-sama 

menjaga dan melestarikan sumber mata air yang menjadi sumber 

penghasilan dari kebanyakan warga desa karangsuko, akan tetapi 

minimnya kesadaran masyarakat dan juga pemerintah desa untuk 

melakukan sebuah pelestarian sumber mata air juga menjadi sebuah 

kendala sehingga pelaksanaan prinsip ini masih kurang, hal ini 

dibuktikan dengan kurangnya peraturan yang mengikat sehingga 

masyarakat menyepelekan hal tersebut. Pemberdayaan masyarakat di 

Desa Karangsuko juga berhasil dilaksanakan dengan baik, walaupun 
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banyak pelatihan-pelatihan yang bukan dari inisiasi pemerintah desa, 

akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut cukup 

memberikan sebuah perubahan yang siginifikan khsusunya pada wisata 

sumber maron, yang mana dulunya masyarakat hanya membuka lahan 

parkir dan warung saat ini muncul ide-ide baru seperti penyewaan ban 

dan ojek sehingga masyarakat diharapkan lebih sejahtera. Dalam 

pengelolaan sumber mata air, BUMDes menjelaskan bahwa pengelolaan 

ini mencakup sektor pariwisata dan badan pengelolaan sarana air bersih 

dan sanitasi, yang berfungsi untuk mendistribusikan air bersih kepada 

warga, dalam pelaksanaan pegelolaan sumber mata air pemerintah juga 

sudah dilakukan berbasis masyarakat akan tetapi masih terdapat kendala 

kendala yang harus diselesaikan seperti lahan untuk meningkatkan 

kegiatan konservsi yang minim sekali karena lahan sekitar sumber mata 

air masih merupakan lahan pribadi warga. Upaya yang dilakukan 

BUMDes untuk melakukan konservasi yakni dengan terus melakukan 

kegitan reboisasi diwilayah sumber mata air, dan memberikan bibit 

tanaman kepada warga untuk ikut serta melakukan reboisasi di lahan 

mereka yang bertepian dengan sumber mata air. Pada pelaksanaan 

pengelolaan sumber mata air tidak lepas dari adanya sebuah 

regulasi/aturan yang menjadi dasar berfikir bagi pemerintah, BUMDes, 

dan masyarakat, regulasi ini tercantum pada Perdes Nomor 3 tahun 2017 

tentang pelestarian lingkunga hidup di desa karangsuko yang isinya 

tentang tujuan utama pelestarian lingkungan kewajiban-kewajiban 

pelestarian lingkungan, larangan-larangan pencemaran lingkungan 
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hingga peran masyarakat dalam peletarian lingkungan. peraturan tidak 

tertulis juga disampaikan seperti dilarang menebang pohon diwilayah 

sumber mata air dan dilarang mengambil bahan material disungai. Dalam 

pelaksanaanya sudah dilakukan dengan cukup baik, walaupun terdapat 

kendala yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya 

inisiatif pemerintah dalam melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. 

2. BUMDes Amanah Desa Karangsuko telah berhasil menciptakan model 

pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, dengan menggunakan teori 

logical framework yakni terdapat sebuah rangkaian kerja mulai dari 

input, proses, output, outcome/jangka panjang, hingga impact/dampak. 

Melalui sinergi antara sumber daya manusia, penyertaan modal desa, 

sumber daya alam, dan regulasi yang mendukung, BUMDes mampu 

mengelola potensi lokal secara efektif dan partisipatif. Pelaksanaan 

prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, emansipatoris, kooperatif, 

dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan 

kualitas pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat. Output yang 

dihasilkan, seperti terjaganya kualitas sumber mata air, tumbuhnya unit 

usaha baru, peningkatan jumlah wisatawan, dan terpenuhinya sarana 

prasarana wisata, memberikan dampak positif yang nyata bagi desa. 

Outcome/jangka panjang dari pengelolaan ini adalah terbentuknya 

sebuah desa wisata berbasis sumber mata air yang berkanjutan, dan 

Impact/dampaknya adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa Karangsuko. 
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5.2 Saran 

Tata kelola BUMDes Amanah dikawasan konservasi sumber mata air ini 

masih banyak terdapat kendala, maka dari itu peneliti memberikan saran bagi 

Pemerintah desa dan BUMDes selaku pemangku kebijakan yaitu : 

1. Peningkatan kapasitas SDM 

BUMDes perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan dan pendampingan, khususnya dalam pengelolaan 

keuangan, pemasaran digital, dan konservasi lingkungan. Peningkatan 

kompetensi ini akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan 

efektivitas pengelolaan usaha 

2. Penguatan regulasi  

Pemerintah Desa Karangsuko perlu terus melakukan penguatan regulasi 

khususnya tentang pelestarian lingkungan hidup, seperti peninjauan 

aturan aturan tidak tertulis untuk bisa dituangkan dalam perdes sehingga 

mempunyai kekuatan hukum yang jelas. 

3. Pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi 

BUMDes dan Pemerintah desa juga perlu terus untuk melibatkan 

masyarakat dalam setiap pelaksanaannya seperti pelibatan masyarakat 

dalam kegiatan konservasi sumber mata air secara beerkelanjutan, hal ini 

butuh sebuah penyadaran dari pemerintah kepada masyarakat untuk ikut 

melakukan kegiatan konservasi demi keberlanjutan lingkungan dan 

wisata alam Sumber Maron. 
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4. Kolaborasi dengan pihak lain 

BUMDes tidak hanya harus terus berkolborasi dengan pemerintah desa 

dan masyarakat saja akan tetapi BUMDes harus lebih berani 

berkolaborasi lagi dengan pihak-pihak eksternal seperti Akademisi, 

Media, dan pihak perusahaan swasta. Dengan adanya kolaborasi dengan 

berbagai pihak dapat memberikan sebuah dampak yang lebih besar lagi 

terhadap BUMDes dan Kesejahteraan masyarakat 

Penelitian ini menjelaskan sebuah model BUMDes Amanah di kawasan 

konservasi sumber mata air yang sudah dilakukan oleh BUMDes bersama 

Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan upaya konservasi sumber 

mata air, maka dari itu muncul sebuah  rekomendasi model baru BUMDes Amanah 

Desa Karangsuko dikawasan konservasi sumber mata air, yang mana model ini 

berisi komponen-komponen yang sangat penting bagi kegiatan konservasi usmber 

mata air yang dilakukan BUMDes Amanah Desa Karangsuko. Komponen-

komponen tersebutu terdiri dari : 1). Pemerintah; 2), Masyarakat Lokal; 3). 

Akademisi; 4) Swasta atau Industri; 5). Hukum dan Regulasi; 6). Media, yang ,ama 

dari keenam komponen ini saling berhubungan dan beketerkaitan satu sama lain 

sehingga jika ada komponen yang tidak berjalan maka seluruh komponen tidak 

akan berjalan dengan baik. Dan dari keenam komponen ini saling bersinergritas 

dalam mendukung BUMDes dalam upaya konservasi sumber mata air di Desa 

Karangsuko Kecamatan Pagelaran. 
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Gambar 17. Rekomendasi Model BUMDes 

 

1. Pemerintah : Sebagai regulator dan fasillitator, pemerintah menetapkan 

kebijakan dan mendukung program pelestarian lingkungan melalui 

BUMDes. 

2. Masyarakat  : sebagai pelaku utama dan penerima manfaat, masyarakat 

berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program 

3. Swasta /Industri : sebagai menyediakan modal, teknologi, dan inovasi yang 

mensukung pengelolaan usaha BUMDes yang ramah lingkungan 

4. Akademisi : sebagai pemberi kajian ilmiah, edukasi, dan tekonologi tepat 

guna untuk meningkatkan efektivitas pelestarian lingkungan 

5. Hukum dan regulasi : sebagai penjamin kepastian hukum dan perlindungan 

terhadap kegiatan BUMDes yang berorientasi lingkungan 

6. Media : sebagai penyebar informasi, meningkatkan kesadaran, dan 

mengawasi pelaksanaan program pelestarian lingkungan
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